PEMERINTAH XOTAMARYNA DAERNH TINGRALD 11
Mo JOKERTAO

PERATURAN DAERNAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOVERTO
NOMOR 2 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERNTURAN DAERAH XOTAMADYA DAERAH TINGKAT L1
MOJOKERTO NOMDOR 12 TAHUM 1986 TRNTANG PEMBERIAN WNOMOR RUMAH
ATAU BANGUNNN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTOD

CENGAN RAHMAT TUHAN YANEG MOHA ESA
WAL TESTAMABYA KERPALN DAERNH TINGKAT IT MOJOKERTO

Menimbang . a. hahwa dalas ranoka  seweludian Wilayah Kotamadya
Dacrah Tingkat 11 Mo joker Loy menjadi Kota
BUDIPARIMEGA YAMG HERSERI 9Hersih, Sechat, Rap:  dan
Indah) sorta untok memper lancar, mempermudah
pencarian alamat rumah, menglingat somakin pasatnya
1aju pembangunan dan bertambah padatnya  jumlah
pemukiman, maka untuk mompormudah nonyamparan  dan
mempercleh informaci secara cepab dan tenal perlu
adanya pener tiban pemborisn  nomor rumeah atau
bangunan dalam Kolamadya Dagrah ianigkat I
Mujoker to 5

L. bahwa cchubungan demgan maksud hural a  konmideran
ini dan berbubung ketentuan besarnya  pungutan
sebtribusi penggantian beaya pembuatan plat  nomor
rumah  atau bangunan dan ketentuan—ketentuan  lain
arhagaimand diatur dalam Peraturan Dacrah
kEotamadya Daerah Tingkat 11 MO jokerto Nomor 12
Lahun 1986 sudah tidak sSesual lag1 dengan
perkembanganm keadaan dewasa ini, maka dipandang
perlu  untuk diadakan perubahan dengan menuangkan
ketontuar perubaban dimakoud dalam suatu Peraturan
Bacrah,

Mengingat : 1. Undang-undan; Momor 3 tahun 1974 tentbany Pokok—
pokok Pomerintahan di Daerah H

7. Undang-umfang Noswges 17 Ltahen 1950 tenlang Pemben—
tukan  Daerobhcdacs ah Kola Kocil  dalam Lingkungan
Propinci Jawa fimur, Jawa Tengah, Jawa Barat

[

Undang—undang Nomor 12 Drb tabua 1957 lenbang Per-
aturan Umum Reble ibusi Daerah.

4. Peraturan FPemerirniah Nonar 27 tahun 1282 f»ntang
Perubahan Balas Wilayah Kotamodya Daerah lang-
kat 11 Mojokorito

%, Peraturan Menteri Dalam Megeri Momoge 8 tahun 963
Lentang Bontul Peraturan Dacrah Peorubahan g

4. Keputusan Menteri Dalam Negerli Nomor 23 tahun 19846

tentang Keterntuan Umum Mengenai Penyidik  Fegawal



7. Kepuiusan borcama Menleri Pariwisata Pos dan Teolo-
komunikasi dan Mentoers  Dalam Neger i Muamor
B.AB/HE . 103/MPPT ~ 88, Nomor 23 Labun 1988 Lealang
Sistem Kode Pos Indonesia H

8. Poraluran Dasrah ¥otamadya Daerah Tingrkat 11 4
torto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyiodik Pogowal
Moguery Sipel di Lingkungan Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkal II Mojokorto.

persctuiuan Dewan Porwakilan Rakyat Daerah  Kotamadya Dacrah
Tingkat II Mojokerto.

MENETAPKAN

MEMUTUS KNAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  DAERAH  TINGKAT 11  MOJO-
FERTO  TENTANG  PERUBNAHAN  PERTAMA  PERATURAN  DOAERAH
KOTAMADYA DAERAH TIMNGEAT 11 MOJOKERTO NOMOR t2  TAHUN
1994 TEMNTANG  PEMBERIAN NOMOR  RUMAH  NTAU  BANGUNAN
DALAM KQTAMADYHA DAERNH TINGEAT 1§ mMOJOKERTO.

Facal I

Peraturan Dacrah Kotamadya Saerab lingkat Il
Meiokoerto Nomor 17 tahun 1986 tentang Pemberian MNomor
Rimah atau Bangunan dalam Kotemady. DRaerah Tingkat 11
Mo sokeorto yang Lteeiah dicabhkan  dengan Fepulucan
Gi.bernur  Kepala dacrah Tingkaet T Jawe Timur Yanmygel
2% Maret 1987 Nomor B83/P tabhun 1987 dan diundangkan
dolam Lembaran  Daerah Kotamadya Daerah Tinghaot T1
Maojokertn Nomar 2/B tahun 1987 Sert B tanygeal 15
MNuril 1987, diubah zebagai berikut H

AL Pasal 2, diuvbah dan barus dibaca =
{1} Untuk ketertiban dan keseragaman, Kepala Dae-
rah menycdiakan dan mengatur pemberian  tanda
Nomor Rumah atau  bangunan dalam  Kotamadya

Daerah Tingkat Il Mojokeorto 3

{2) Untuk rumah yang terlcotak di pinggir jalan

abat  spang a bty Larong, romur rumah atau
Dangunan dimakcoud pada ayal (1) Pasal ini,
harus dipasang/ditempel di sebelah kanan

Lagian depan pada tembok atau  dinding  rumah
altau ogar tombok scbelah Lanan yanyg  audah
drlihial dary jalan, yang atau lorang H

f£3) Perumabam sanping (paviliyun} yvang tidak  mom-
punyal nomar runah, dianggap bagian dari rumahn
nduknya, tecuals apabitiac ¥ ang
womil ikl /mengassal atas menempet: menghendakd
aomor  rumah Ltercendiri ataud  apabila pemilik
rumah Lnduk dan rumah camping bukan crang yang
~ama 3

{4} Femberlian nomar rumah atau Dbaocgunan FRAIRTH h
maksud  pada ayat (2) Pasal ini, dimuiai i
arah  pusat Pemerinlaban  yang pelotakaniys
Al tontolk an -



2. angka genap, dipasang pada rumah FEitats fomr =
letak di sebelah kanan jalan H

b. angka ganjil, dipasang pada rumaks Yaarng e
letak di sebelah kiri jzian.

-~
%
—

Untuk keteritiban, keser agaman, korapron dan ke
indahan pombuatan/pengadaan aomor  rumah abau
bangunan ditentukan ¢

d. panjang plat/papan Zé (dua pulubh ecnam) om H
b., lebar plat/papan 18 {(delaopan belas) ca

<. bahan yang diperiukan adalah plat <eng anti
karat LSerwarna abu-abu dongan ukuran tebal
“.3 {(tiga per sepuluh) eil imotor H

d. warna daszar abu—-abu metalik, warna huruf
dar angka warna hitam yang ditulic dengan
harwr balok, di sebelah kiri diberi lambang
Mogara  dan acbelah kanan t.ambang Dacrah
Fatamadya  Dacrah Tingkat 11 Mojokerto, di
tengab tengahn tertuvlse 3 (lima) sila dari
Fancasila.

(&) Bentuk plat/papan nomor rumab atau Garngunan ol
makoud  pada ayat (3) Pasal i, sebagaimana
tercebut dalam Lampiran yanyg tidah torprisainkan
dar: Peraturan Daerah ini.

Fazal 3 dihapus, cehingga Pasal 1, O, & dan 7 oaen
Jadi Pacal 3, 1, 3 dan & {baru).

Pacal 4 avat (23 {baru}, diubah dan harus dibaca -

(Z) Bezarnva reotribusi dimak=sud pada ayal (1) Pa-
=al 1ni, untuk I (satu} buah tanda nomor rumahn
atauw bangunan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu
runiah).

BAB V dan Pasal & {baru), diubah dar harus dibaca:
B AR 1%

KETENMTUNN PIDAMNA DAN PENYIDIKAN

Bacal &

{1} Barangoiapas ac langgar kotentuan dalam Pacal 2

ayat (ZY Prraturan Dacrah ini, diancam dengan
pidana kurungaon :clama-lamanya & ionam) bulan
atau donda sebanyak -banyakinya  p. 20.000,00
{lima puluh ribu rupiah) H

{2} Tindak pidana sebagaimana dimakoud pada ayat

{1) Pasal ini, adalah pelangyaran.

Sctclah Pasal & ibaru) ditambah 1 (catu) Fieal
(baru) vaitu Pasal 7 vang harus dibaca



1)

8]

Pacal 7

Sclain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidilkan
atas pelanggaran  tindak pidoana sebagaimana
ditentukon dalam Fasal 17 Poraturan Dacrah
11, Hilakulan oleh Pojabat Ponyidik Pegawal

Megera  =ipil di Lingkungan Pomerintabh Daerah
yang pongangkatannya ditetapkan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yvang berlaku

Dalam molakuhan tugas penyidikan, Penyidik ce-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
berwenang

a. menerima laporan  atau  osengaduan -larl se-
seorang tentang adanya tindak pidanag

L. melakukan tindakan pertoma pada sasct Liu
di tempat kejadian dan melakukan peme
rikooan

c. menyuruh berhenti torcangka dan memes Lkoa
tanda pengenal diri tcorsangka .

d. melakukan penyitaan benda atau curat H
c. mengambil smidik jari dan memot+rel seceourany

f . memangyl seseprang untuk  didengar  dan di-
porikca cobagail tersangka atau sakeoig

g. wendatangkan arang ahli yang diperlukan da-—
ifam hubungannya dengan pemeriksaan perkaras

h. mengadlakan penghentian pgenyidikan apabila
bidak lerdapat cukup bukti atau poristiwa
torwoiut bukan merupakon pelanggaran dan
solanjulnya Ponyidik  memberitahukan hal
tor owbut kopada Penuntul Umuam, tersangka
atau kelvaryanya ;

1. mengadakan tindakan lain mecurul hukum yang
dapat dipertanggungjowabkarn.

Pejabat Penyidik Peogawal Megoeri SBipil, membual
bori1ta acara setiap tindakan tentang =

a. peomeriksaan tercangka H

L. memasukl rumah H

. penyiLiaan benda H

d. penyitaan surat

¢. pemeriksoan saksi H

f. pemerik=aan di tempat kejadian dan mengirim
kan kepada  PUOLHI dengan tembusan kopada
KEJAKSAAN.
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Pacal iI

Peraturan Dasrah iny mulai berlaku pada tang-
yal diundangkan H

figar supaya setiap orang meagetabuinya, meme—
rintahkaen pengundangan Poraturan Daeralhh 1n. doengan
ponempatannya dalam Loembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat [I Maojokeric.

Mojokerto, 12 Jdanuari 1994

DCWAN PERWAKILAN RAEYAT DAERNH WAL i KO MAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGEAT 11 #MOSOKLRTD TINGKAT Il MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. tbd.
R. SOEHADI WADTJIOND, S.H.

" Disabkan dengan Keputusan Subernur Kepaia Daer ab Tingkat 1 Jawa
Timur tanggal 11 Mol 1994 Nomar = 208/F [ abun 1994,

A.n. GUBERNUR KLINALN DOERAME TINSKNAT I
JoWn TIMUR
Anioten [ Sekretariat WilayabsDacrab

cap. bl

Drs. MOM. SOCI 1 ASaRL
Pembina Utama Madva
NIF. 010 057 819

Diundangkan dalam Lcembaran Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat II
iojokerto Nomor 2/6 tahun 1993 Sere O pada tangga! 19 Pebruar i 1993.

Aon. WAL TKOTAMADYN FEPALN DAERAH TINGKAT I1
MOJOKERTO
Gokrotaric Kotamadya Daerah

Cap. ttd,
Dro. B O I M IN
Pembina
NIP. 010 Cl& 425
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LAMPIRAN PERALTIGAN DAERAL KOUVAMADYA DAMRAR LTNCRAL 1T

MOJ OKER'LO
N OMOR : 2 TLETY 1954
THHGGAL : 12 JANUARI 1934

W.UK, WAENA DAN UKURAN PLAT/PAPALY

NCMCR RUMAH ALAT DANGUNAN

PANCASILA

———n o | i o s et

‘j( P RETUHANSN YANG MAHA £S48

P.*".i » ACKARUSIAAN YANG AQIL DAN
0y BEHRADAD

s PURSATUAN INDONESITA

« KERAKYATAN YANG DIPPAPIN OLEH HIKMAT
I KEBIJAKSANAAN DALAM PERIAUSYLMARATAN
i S PERWAKILAN

'."’% « £CADILAN SOSIAL BAG! SELUALM RAKYAT
A IHODONESIA

RT/RW

DEA/KEL.
HECAMATRN

LY

RCDE POS

DEWAR DPEEWARITAN RAKY4A1 DAERAH

“OTAMADYA CAFRAH

INGKAT 1) MOIOHEX.C
Xeotus,

Cep. ttd,

o EHATT

VALIKOLAMADYA XDFALA DAERAH YINGZAL TI
MOJCKERTC

Cop. tid,

WEDIJHO, S5.E,.
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PEMIELASAN
AT B 4

PERATURAN DAERNH KOTAMADYN DAERAH TINGENAT 1! MOJOKERTG
MNOMOR 2 TAHUN 1994

TEMNTANG

PERUBAHNN PLCRTAMA PERNTURM DAERNH KOTAMADYN DALRAG
TINGKAT TIT MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1986 TENTANG
PEMB-RINN NOMOR RUMAH ATAU BANBUNAN DALAM
KOGTAMADYA DAERAH TINGKAT 1I MOJOKERTOD

PENJELASAN UMUM

Dengan  semakin posatnya laju  pembangunan  dan bortambah
padataya pemukiman dalam Wilayvah Xotamadya Daerah Tingkat [1I
Mojeokerto, make pemasangan nomor rumah atau bangunan penduduk yang
tertib, tcratur dan berurutan adalah cangat penting sekali, karena
merupakan calah catu sarana komunikasi yang dapat memberikan
petunjuk  untuk kelancaran penvampaian informasi/surat-curat pos/
teleckomukaci corta hubungan cesoma masyarakat.

Bahwa bteberapa kotenluan pecomaran rumah atau bangunan
penduduk cebagaimana  dialur dalam  Peraturan daerabh  Kotamadya
Dacrah Tingkat [ Mojokorin Homor 12 tahun 1986, per lu disesuaikan

dangan  Podoman dari Surat Gubernur Yepala Dacranh Tingkat 1 Jawa
Timur  tanggal 1¢  Oktober 1988 HNamor 621/78366%9/PUID pembeorian
Pember 1on NMama  Jalan dan Penomor an Rumah-rumah Ponduduk , Toko,
Hangunan—bangunan, Koantor—kantor dan sebagainya.

Berdassrkan ini Llercsebut, maka perlu menolapkan ketentuan-—
koeten buan peruahannya dalam suatu Peraturan Dasrah.

PENSELNSBON PAAL DEMI PASAL,

Pasal I dan 11l : Cukup jelas.

2712Z2-&mtm&— 19935



